' PROVINSI GORONTALO

~ BUPATI BOALEMO |

PERATURAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR 95 TAHUN 2019
oo - PEDOMAN umm PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDEli
' | .~ KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.\ BUPATIBOALEMO S R :
'Merﬁ'r1'r‘1b_a,1;;1g_,,v_T a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemenntahan,?

i};w:‘ezi T V@’ G penmgkatan penglntegrasu;m gender ‘melalui penguatan

s - cansion ’_.‘wf R o kelembagaan perencanaan penyusunan, pelaksanaan / :
B4 sigﬁ%ﬁ i penganggaran, pemantauan, dan evaluasr atas kebgakan 30 A

i mrﬁ&{ I e program ‘dan keglatan yang respons1f gender, o , |

“ibl»". G »mé - z ‘ b bahwa untuk memenuh1 maksud yang tertuang ‘dalam

“*l ek ~ Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011,

l__;.).:* H!MQKHQS maka‘ perlkur adanya kpedo:man ; dayllamk -pelakvsanaank,
i engarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan
.e W&BUP \/ e Daerah di Kabupaten Boalemo o

"f‘{ - ) . C )ahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud

= QEF@DA v :lalam huruf a dan ‘huruf b, perlu menetapkan Peraturan ) '
ASSI N Ve 2RE Bupati - tentang ’ Pedoman Umum , Pelaksanaan i
- g i ' ) ’engarusutamaan Gender di Kabupaten Boalemo,
}sﬁﬁ% FU?@&;

“11

e 12 ‘ Jndang-Undang Nornor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan,

Konven31 Mengenal Penghapusan Segalaz - Bentuk |
‘Dlskrlmlnam Terhadap Perempuan (Lembaran Negara
| ,Repubhk Indone31a Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 3277),

@‘ Pﬁ?é?%ﬁ{}@@gﬁéﬁ%t R pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan



2. Undang—Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

. Manusia (Lembaran Negaré Republik Indonesia Tahun 1999

" Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Inddnesia

. Nomor 3886); ; o

3. Undang—Undé.ng  Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan =~ Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonema Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 3839),

. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2000 ‘tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 50 tentang Pembentukan
Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesm Nomor 3965)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggé. ‘(Lembaran '

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ~Nomor 95
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419); ' ,

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Per_nbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara republic Indonesia TAhun 2011 Nomor 82,

" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); o

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
»Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);




8

- Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang‘ |

,Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

~ Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
o Repubhk Indonesw. Nomor 5587); ‘ ' : L

fl .
: " Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
11,
w Pembangunan yang Berkeadllan
12

‘Instruks1 Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentaﬁg :
- Pengarusutamaan Gender dalam I Pembangunan Nasional; £y
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 20 10 tentang Pér'cepatan"

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program g

Peraturan Mentri Dalam Negn Nomor- 15 Tahun 2008“"’”

" - tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengarustamaan . S
Gender d1 daerah Sebagal mana telah d1 ubah dengan:* -
. Peraturan Mentn Dalam Negri Nomor 67 Tahun 2011
| T\tentang Perubahan Atas Peraturan Mentrl Dalam Negn :

. . Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan n

: Pengarustamaan Gender Di Daerah (Benta Negara Repubhk

13.

Indonesxan Tahun 2011 Nomor 977); e
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 7

. -tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara

o 'Repubhk Indone51a Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

A 'f'telah di ubah dengan Peraturan Mentn Dalam Negn NOmor S

120 Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentn i

' Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan :
,Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Repubhk Indonema i
o Tahun 2018 Nomor 157); :

14‘

Keputusan Menten Dalam Negerl Nomor 132 Tahun 2003

: tentang Pedoman Umum Pengarustamaan Gender dalam 5

gt Pembangunan di Daerah
15.

Surat Keputusan Menten ‘Negara PPN/ Kepada Bappenas‘

' Nomor KEP. 30/ M PPN / HK/ 03 /2009 tentang Pembentukan o

‘Tlm Pengarah dan’ T1m Teknisi - Perencanaan dan .

: Penganggaran yang Respon51f Gender;

16

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 ‘

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ‘Daerah 7
| Kabupaten Boalemo Tahun 2011 2025 (Lembaga Daerah

, ‘Kabupaten Boalemo) Tahun 20 12 Nomor 4, Tambahan
v Lembaran Dacrah Kabupaten Boalemo Nomor 29 1), ﬂ/



17 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 e
,’ tentang 'Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah o |
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 20 16 Nomor i

5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor‘

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 20 17

: tentang Rencana Pembangunan , Jangka | menengah o

Kabupaten Boalemo Tahun 2017- 2022 (Lembaga Daerah =

Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan ;

Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3

e MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN UMUM

L f:PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI ;,
e ’KABUPATEN BOALEMO

- ‘BAB I
a KETENTUANUMUM- o

e Dalam Peraturan Bupatl ini yang d1maksud dengan

2;]

: Daerah adalah Kabupaten Boalemo ; R :
: Pemerlntah Daerah adalah Bupat1 sebagal unsur. penyelenggara :
ryfpemermtahan daerah yang memnnpm pelaksanaan urusan pemermtahan E
: yang menjadl kewenangan daerah otonom : .
. ‘:Satuan Orgamsa31 Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SOPD '
adalah perangkat daerah pada pemermtah daerah. ‘
. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebaga1 perangkat daerah L
. ‘,’:"Desa adalah wﬂayah kerja Kepala Desa sebaga1 perangkat Kecamatan f
dalam wﬂayah kerja Kecamatan i S - B |
. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanJutnya dlslngkat PUG
a‘:‘adalah strateg1 yang dlbangun untuk mengmtegramkan gender menjad1
laki dan perempuan e f e ' :
"’Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan‘ L
‘ ftanggung jawab lakl laki dan perempuan yang teljad1 aklbat dan dan
L ~dapat berubah oleh keadaan sosml dan budaya masyarakat Py :

t



KeSetaraan“ ’Gender adalah - kesamaan'ﬁ kondisi" ' bagl lakl Jaki dan,‘; e |
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak—haknya sebagal' s

,"' manu81a agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam keg1atan poht1k =
ekonom1 sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dMM“ o
menikmati hasil pembangunan |

a Keadllan Gender adalah suatu proses untuk men_]adl ad11 terhadap 1ak1-

Lo laki dan perempuan

L 10
| tentang kOIldlSl lak1 laki dan perempuan khususnya berkaltan dengan

Anahs1s gender adalah proses ana11s1s data gender secara - s1stematls

S tlngkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses e

pembangunan ‘untuk mengungkapkan akar permasalahan teqadmya;

S ;“:f.ketunpangan kedudukan fungs1 peran dan tanggung _]awab antara 1ak1— ‘

o : lak1 dan perempuan

l".’;ryfll.'r

£ ,kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan me1a1u1 penglntegras,lan o

Perencanaan Respons1f Gender adalah perencanaan untuk mencapa1 - L

: pengalaman - asp1ras1 kebutuhan poten81, dan ‘ penyelesalan S

e _ permasalahan perempuan dan lakl-lakl
120

Anggaran Responsﬁ' Gender yang selanjutnya dlsmgkat ARG adalahd‘ &

- anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan 1ak1—1ak1 yang

_tuJuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keachlan gender

13
| :dokumen yang meng1nformas1kan suatu output keg1atan telah respons1f e

Gender Budget “Statement yang selan_]utnya dlslngkat GBS “adalah

: gender terhadap isu gender yang ada dan/ atau suatu blaya telah'

T fdlalokamkan pada output keglatan untuk menangam permasalahan, e

- kesenjangan gender

Focal Pomt PUG adalah aparatur SOPD yang mempunya1 kemampuan’

© untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masmg—f

, 'masmg

P 15. .Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya dlsebut Pokja o |

 PUG adalah wadah konsulta31 bag1 pelaksana dan penggerak ,g

o pengarustamaan gender dan berbaga1 1nstans1 atau lembaga di daerah

Pasal 2

cro ,Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender 'di‘ daerahr i

o dimaksudkan untuk membenkan pedoman kepada pemerintah daerah dalam

:’ . penyelengaraan pemermtahan pembangunan dan pelayanan masyarakat

. yang berperspektu' gender



~ Pasal3

e ‘"Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah bertu_]uan

k g a, : memberlkan acuan bag1 aparatur Pemenntah Daerah dalam menyusun' e
e strateg1 pengmtegrasmn gender yang dilakukan melalm perencanaan

= 'pelaksanaan penganggaran pemantauan dan evalua81 atas kebljakan
" ‘ program dan keglatan pembangunan di daerah; |

b mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berperspekuf gender
melalul pengmtegras1an pengalaman, asp1ras1 kebutuhan potens1 dan ;

- »penyelesalan permasalahan laki-laki dan perempuan

e c ', mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehldupan berbangsa

r dan bernegara dengan memperhatlkan kearlfan agama. dan n11a1 budaya
i masyarakat Daerah ' ‘ o

d : 'mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsﬂ gender :

e.* : 'menlngkatkan kesetaraan dan kead11an dalam kedudukan, peranan dan\r o

i ;tanggung Jawab 1ak1 lakl dan perempuan sebagal insan dan sumberdaya

o pembangunan; dan

o f.;;""menmgkatkan | peran dan kemandman lembaga yang menangani

~pemberdayaan perempuan :
s BABII | |
o PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
i Baglan Kesatu g !
Perencanaan
Pasal 4

":f:_ (1) Pemermtah daerah berkewajlban menyusun kebl_]akan program dan 5

,fkeglatan pembangunan berperspektlf gender yang dltuangkan dalam &
i | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Ker]a ,’
fPembangunan ‘Daerah (RKPD), Rencana Strateg13 SOPD dan Rencana 3
‘3“ff]Ke1j|a SOPD. S H -

. ,':ff:k.f‘(zb)‘F'}Penyusunan kebgakan program, “dan keglatan pembangunan respon31f‘

e gender sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan melalul anahms -

i gender

e : | Pasals k .
(1) Dalam melakukan anah81s gender sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 s

ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja anahs1s gender (Gender : o S

dAnahsys Pathway) atau metode ana11s1s lam , :
7 (2) ‘Anahsls gender terhadap Rencana Kerja SOPD dllakukan oleh masmg-

#

| masmg SOPD yang bersangkutan



_ (3) Pelaksanaan anahsls gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka‘
Menengah Daerah Rencana Strategis SOPD, dapat bekerjasama dengan . ,
Lembaga Masyarakat (LM), Lembaga Perguruan T1ngg1 (LPT) atau plhak lam B |
yang memiliki kapablhtas di bldangnya , . o
(4) Anggaran yang sudah tertuang dalam Rencana Kelja SOPD dltuangkan
dalam dokumen pernyataan anggaran gender (Gender Budget Statement)

. ' Bagian Kedua ’
 Pelaksanaan
Pasal 6

“ 7,(1) Bupatl bertanggung Jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di

daerah

o L k__k,(2) Tanggung _]awab Bupat1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat

: dlhmpahkan kepada Wakil Bupat1
Pasal 7

f;(l) Dalarn upaya percepatan Kelembagaan pengarusutamaan gender d1 :
seluruh SOPD dlbentuk Pokja PUG.

. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/ pimpinan SOPD.

"”(3) Bupat1 menetapkan Kepala Bapppeda sebagal Ketua Pokja PUG dan Kepala i
~D1nas Pengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan
. Perempuan dan Perhndungan Anak Kabupaten Boalemo Sebaga1 Sekretarls
__‘PokJaPUG ik NS 0 SRR T
j(4) Pembentukan PokJa PUG d1tetapkan dengan Keputusan Bupat1 :
| S B G, Pasa18 o L P ,
: PokJa PUG sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7 mempunya1 tugas Sebaga1 '
k=ber1kut , N
T a. mempromosxkan dan memfa3111ta31 PUG kepada masing- masmg SOPD

o ,b." melaksanakan sosialisasi dan advoka31 PUG kepada Camat, dan Desa

T c. menyusun program kerja setlap tahun

- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Respon31f -
_Gender ; , : , ‘

. menyusun rencana ker]a POKJA PUG setlap tahun

/ ;bertanggung Jawab kepada Bupat1 melalui Wakﬂ Bupatl

. merumuskan rekomendasi kebuakan kepada Bupatl

Fmome

. menyusun Proﬁl Gender

. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG d1 masmg— masmg 1nstan51

e

. :menetapkan tim tekms untuk melakukan anailisis | gender terhadap

anggaran daerah;

/




o k menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan

L mendorong dllaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Pomt d1 = 3

" . masmg—masmg SOPD
i Pasal9 | e
~ ( 1) T1m Tekms sebagalmana dlmaksud dalam Pasa} 8 humf j beranggotakan -
aparatur, - Lembaga Masyarakat, Lembaga Perguruan Tinggi, yang'
S L memahaml anahsls anggaran responsif gender .
: : (2) Rencana Ak31 Daerah PUG sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 8 huruf kK
o memuat | - o
‘a. PUG dalam peraturan perundang—undangan d1 daerah
b PUG dalam siklus pembangunan di daerah
c penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
oA d penguatan peran serta masyarakat di daerah.
| . e e ~ Pasal 10

i " (1) Focal Pomt PUG pada setiap SOPD terdm dari pejabat dan atau staf yang

memb1dang1 tugas perencanaan dan atau program.
(2) Focal Point PUG sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), mempunyal tugas
- a. memprom031kan pengarusutamaan gender pada unit kerja; ;
b memfa3111ta31 penyusunan rencana kelja dan penganggaran SOPD yang e
responsﬁ' gender; ‘
¢ c melaksanakan pelatihan, sosmhsasx advokas1 pengarusutamaan gender
kepada seluruh peJabat dan staf di lmgkungan SOPD; -
d melaporkan pelaksanaan PUG kepada plmpman SOPD; ,
: o e mendorong pelaksanaan anallsm gender terhadap keb13akan, program R
"' . : ,b k‘ S da_n kegiatan pada unit kerja; dan : , i
S f memfa3111tas1 penyusunan data gender pada masing- masing SOPD
(3) Focal Point  PUG sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1p111h dan i
| d1tetapkan oleh kepala atau plmpman SOPD. |

. BABIII
 PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
: Pasal 11
, (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara

- berkala setiap tahun.




(2) Laporan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 11 mehputl
a. pelaksanaan program dan keglatan ; ‘

b 1nstan81 yang terlibat dalam pelakanaan keglatan
e sasaran kegiatan; IR
‘xd penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN APBD atau sumber"
5 lain; '

' :;e permasalahan yang d1hadap1

L o f dan upaya yang telah dllakukan

Pasal 12

- '_fBupatl menetapkan pedoman mekamsme pelaporan di tlngkat Desa dan

o Kecamatan

S dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 13

| ‘Laporan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 11 menjadl bahan pemantauan o

Pasal 14

= F(l) Bupatl melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG

< - (2) Pemantauan dan evaluasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllakukan K

pada set1ap SOPD dan secara bexjenjang antar susunan pemenntahan

G ‘(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum

dladakannya penyusunan program atau keglatan tahun benkutnya

0 (4) Bappeda melakukan evaluasi secara rnakro terhadap pelaksanan PUG Sl

berdasarkan RPJMD dan Renja SOPD Pelaksanaan evaluaSI dapat

dllakukan melalui kerjasama dengan perguruan tmggl, Pusat Stuch Wamta '
atau lembaga Swadaya Masyarakat S

f’,(S) Hasﬂ evalua31 pelaksanan PUG menjadl ‘bahan masukan dalamv 3

penyusunan kebljakan program, dan keglatan tahun mendatang, ‘

 BABIV
- PEMBINAAN
, - | Pasa115 A ;
Bupat1 melakukan pembmaan terhadap pelaksanaan PUG yang mehpuu

. _‘T:; ”, a penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala daerah Kecamatan

Desa,

£y ~_b penguatan kapa31tas kelembagaan melalu1 pelatlhan, konsultas1 advokas1

Sl dan koordlna31, &



| 'c pemantauan dan evalua31 pelaksanaan PUG di Kecamatan dan pada SOPD

s d penmgkatan kapa31tas focal pomt dan PokJa PUG dan P

'e strateg1 pencapalan kmer_}a

Sy EBAB '
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

S Peraturan Bupatl ini mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan :

o ,Bupatl 1n1 dengan penempatannya dalam Bemta Daerah Kabupaten Boalemo

| "Dltetapkan di Tllamuta e ,
pada tanggal 21 Oktober 2019

+ DARWIS MORIDU\_~

Dlundangkan di Tﬂamuta

~ padatanggal 4] Okiober 2019

~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

| . HUSAIN

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR GZyL( 7




